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PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Repormasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Review.

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Dokumen Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Palimanan dan Peraturan Presiden No.
29 tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan
Pelaksanaan visi misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan
Palimanan selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan Pembenahan
Kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta dan fungsi
kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya

memenuhi aspirasi masyarakat.

2. Gambaran Umum Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon No. 93 Tahun 2016 tentang Fungsi,
Tugas Pokok dan Tata Kerja Kecamatan, terdiri atas : (1) Camat, (2) Sekretaris Camat,
(3) Seksi Pemerintahan, (4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, (5) Seksi
Ekonomi dan Pembangunan Sosial, (6) Seksi Pelayanan Publik, (8) Subag Umum dan

Kepegawaian, dan (9) Subag Program dan Keuangan.
1. Kondisi Eksisting Kecamatan Palimanan

Kecamatan Palimanan salah satu Kecamatan yang dikukuhkan menjadi
Kecamatan Paten berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon dan dengan
dukungan sarana dan prasaran serta personil yang ada untuk pelayanan yang
maksimal kepada masyarakat sesuai Undang — Undang nomor 25 tahun 2009 tentang

pelayanan publik.

Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Kecamatan Palimanan (31 Desember 2023)

No Nama Jabatan Pangkat/Gol

1. | Drs. H. Kusdiyono Camat Pembina Tk.l (IV/b)
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2. | Kariri, SE Sekretaris Kecamatan Penata Tk.I (111/d)
3. | Lien Herlinah, SE. Kepala Seksi Ekonomi, | Penata Tk.I (1ll/d)
Pembangunan dan Sosial
4. | Arif Sudrajat, S.Sos. Kepala Seksi Pemerintahan Penata TK.I (111/d)
5. | Cicih Andriyani Kepala  Seksi  Pelayanan | Penata Tk.l (Ill/d)
Publik
6. | Hendriaz, S.I.P. Kepala Seksi Ketentraman | Penata (lll/c)
dan Ketertiban Umum
7. | Inang Nur Robillah, S.Kom. | Kepala Subbagian Program | Penata (lll/c)
dan Keuangan
8. | lIn Suyono, SE. Kepala Subbagian Umum dan | Penata Muda TKk.|
Kepegawaian (1/b)
9. | Ibnudin Bendahara Pengeluaran Penata Muda (lll/a)
10. | Yaya Nochiyah Pengadminitrasian Umum Penata Muda (l1l/a)
11. | Sarifudin Pengelola Penata Sarana dan | Pengatur Tk.I (1I/d)

Prasarana

Jumlah Pegawai

menurut lingkup Kerja berdasarkan Golongan Kecamatan

Palimanan ( Per 31 Desember 2023)
Golongan
Lingkup Kerja v " I | Non JUMLAH
PNS

Camat 1 - - - - 1
Sekretariat - 4 1 - 1 6
Seksi Seksi Ekonomi, ) 1 ] ) 5 3
Pembangunan dan Sosial
Seksi Pemerintahan - - - 2 3
Seksi Pelayanan Publik - 1 - 3 5
Seksi Ketenteraman dan

. - 1 - - 3 4
Ketertiban Umum
Jafung - - - - - -
JUMLAH 1 8 2 - 11 22

Jumlah Sarana dan Prasarana di lingkup Kerja Kantor Kecamatan Palimanan (Per

31 Desember 2023)

1. | AC Split 10 Unit
2. | Bangku Tunggu 3 Buah
3. | Camera Digital 1 Unit
4. | Clinical Thermometer 1 Unit
5. | Dispenser 1 Unit
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6. | Filling Kabinet 3 Buah
7. | Gorden 11 Buah
8. | Handycam 1 Unit
9. | Kasur 1 unit
10. | Kipas Angin 8 Buah
11. | Kursi Besi/Metal 52 Buah
12. | Kursi Kerja Pejabat 10 Buah
13. | Kursi Putar 15 Buah
14. | Kursi Rapat 58 Buah
15. | Kursi Tamu 1 Unit
16. | Laptop 4 Unit
17. | LCD Projector 2 Unit
18. | Lemari Besi/Metal 10 Buah
19. | Lemari Kaca 1 Buah
20. | Meja ¥z Biro 4 Buah
21. | Meja bundar 1 Buah
22. | Meja Kerja 1 Buah
23. | Meja Kerja Pegawai 9 Buah
24. | Meja Podium 2 Buah
25. | Meja Rapat 6 Buah
26. | Meja Resepsionis 1 Buah
28. | Mesin Ketik 3 Buah
29. | Microphone 4 Unit
30. | Notebook 2 Unit
31. | P.C Unit 9 Unit
32. | Papan Pengumuman 1 Buah
33. | Portable Air Conditioner 4 Unit
34. | Portable Generating Set 1 Unit
35. | Printer 8 unit
36. | Rak Besi 1 Buah
37. | Rak Kayu 4 Buah
38. | Scanner 2 Unit
39. | Sepeda Motor 7 Unit
40. | Sofa 4 Buah
(3]



41. | Sound System | 1 Unit

42. | Televisi : | 2 Unit
43. | Wireless : | 2 Buah
44. | CCTV : | 1 Unit

2. Kondisi Geografis

Kecamatan Palimanan mempunyai luas Wilayah 3.066,61 Ha dengan jumlah
penduduk 65.600 Jiwa terdiri dari laki-laki 33.045 jiwa dan perempuan 32.555 jiwa,
yang tersebar di 12 Desa, 36 dusun, 68 RW, 220 RT.

Kecamatan Palimanan terletak disebelah Barat Kabupaten Cirebon dengan batas-batas

wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara . Berbatasan dengan Kecamatan Arjawinangun

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Dukupuntang

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Klangenan dan Depok
- Sebelah Barat . Berbatasan dengan Kecamatan Gempol

Jumlah Desa, 12 Desa terdiri dari :

- Desa Kepuh

- Desa Cilukrak

- Desa Balerante

- Desa Panongan

- Desa Beberan

- Desa Semplo

- Desa Palimanan Timur
- Desa Pegagan

- Desa Lungbenda
- Desa Tegalkarang
- Desa Ciawi

- Desa Cengkuang

Jumlah Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :

- LPMD 112
- Karang Taruna : 12
- DKM 124
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- MUI Kecamatan :1
- MUI Desa 112
- Posyandu D77

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon No. 93 Tahun 2016 tentang Fungsi,
Tugas Pokok dan Tata Kerja Kecamatan, Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah
kerja camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh camat bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagaian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada

Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan kewajibanya Kecamatan Palimanan mempunyai

fungsi sebagai berikut :

1) Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati

2) Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
perekonomian dan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

3) Pembinaan terhadap pemerintahan Kelurahan.

4) Pelaksanaan fasilitasi terhadap pemerintahan Desa.

5) Pelaksanaan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis.

6) Pengelolaan urusan ketatausahaan.

7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan
Palimanan Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon No. 93 Tahun 2016 tentang Fungsi,

Tugas Pokok dan Tata Kerja Kecamatan, sebagai berikut :

1) pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah;
2) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4) pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;

7) pembinaan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan desa dan/atau
kelurahan; dan
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8) pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan dan/atau kelurahan.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Camat mempunyai uraian tugas:

1) membantu Bupati, dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan kemasyarakatan di wilayah

kecamatan;

2) mengelola rencana dan program kerja kecamatan, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah;

3) memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan kecamatan

di wilayah kecamatan;

4) menyusun dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan tugas kedinasan

secara operasional dan administrasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

5) membina dan memotivasi bawahan serta memelihara secara terus menerus
kemampuan berprestasi pegawai di kecamatan, dalam rangka peningkatan

produktifitas pegawai dan pengembangan karier pegawai;

6) mendistribusikan dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sekretaris
Kecamatan dan para Kepala Seksi, dalam rangka kelancaran pelaksanaan

tugas, sesuai bidang tugasnya;

7) memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas

bawahan;
8) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
9) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
10) mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
11) mengoordinasikan memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

12) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

13) mengelola pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan pemerintahan desadan/atau kelurahan;

14) mengelola pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau

kelurahan;

15) mengelola pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:
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perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi,
penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lainnya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

16) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan

kepada masyarakat di wilayah kecamatan;

17) melaksanakan pembinaan administrasi meliputi urusan ketatausahaan dan

program kecamatan;

18) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas operasional  perangkat
otonom di kecamatan yang menangani bidang-bidang pekerjaan umum,
pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan keluarga berencana, pertanian,

peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;

19) menyelenggarakan pembinaan dalam bidang pertanahan, industri dan

perdagangan, lingkungan hidup, koperasi dan tenaga kerja di wilayah kerjanya,

20) menyelenggarakan pemerintahan bidang tertentu lainnya, yaitu informasi dan
komunikasi, kesejahteraan sosial, penanaman modal, pertambangan,

pemukiman, perimbangan keuangan dan penataan ruang;

21) melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan,

dengan satuan kerja terkait;
22) mengkoordinasikan UPT, di wilayah kerjanya;

23) memberikan rekomendasi dalam rangka melaksanakan evaluasi dan penilaian
pelaksanaan tugas berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) para

Kepala UPT di wilayah kerjanya;

24) melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan
kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan, baik yang dilakukan oleh

pemerintah maupun oleh masyarakat;

25) memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati, yang berkaitan
dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan
kemasyarakatan di wilayah kerjanya, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan;

26) mengelola penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran kecamatan;

27) melaporkan secara rutin, baik tertulis maupun lisan kepada Bupati, setiap

kegiatan yang dilakukan atau kejadian di wilayah kerjanya;
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28) menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah

kerja kecamatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

29) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Palimanan dipimpin oleh

Camat yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
1. Sekretaris Kecamatan, membawabhi :
Sub bagian Umum dan Kepegawaian
Sub bagian Program dan Keuangan.
2. Seksi-seksi sebagai unsur lini terdiri dari :
a. Seksi Pemerintahan.
b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial
d. Seksi Pelayanan Publik
3. Kelompok Jabatan Fungsional
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Palimanan adalah seperti berikut

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Kecamatan Palimanan

INSTANSI

VERTIKAL CAMAT

SEKRETARIS
CAMAT
1 1
-------------------------------------------------------- I I
u SUBBAG SUBBAG R
UPT KELOMPOK PROGRAM DAN UMUM DAN
JABATAN KEUANGAN | KEPEGAWAIAN
FUNGSIONAL
J
SEKSI SEKSI SEKSI : SEKSI
PEMERINT TRAMTIB EKBANGSOS | : Pelayanan
AHAN UM : Publik
DESA
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4. Isu Strategis Yang Berpengaruh

Untuk mencapai apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun
2016 tentang Pemerintahan Daerah maupun Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan,
Struktur Organisasi Kecamatan terdapat faktor-faktor lingkungan strategis yang
berpengaruh, baik yang merupakan kekuatan maupun penghambat yang berasal dari
dalam organisasi Kecamatan Palimanan itu sendiri maupun yang berasal dari luar
lingkungan organisasi Kecamatan Palimanan.

Dari uraian gambaran singkat Organisasi ditelaah rencana tata ruang wilayah
dan kajian lingkungan hidup di Kecamatan Palimanan bahwa ditentukan isu-isu
strategis sebagai berikut :

1. Pelayanan Yang Optimal Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah
Kabupaten Cirebon yang menyelenggarakan pelayanan publik ( Pelayanan
Terpadu Kecamatan ) maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan
secara Optimal kepada masyarakat.

2. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. terlebih pada peningkatan kapasitas
pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat dengan peningkatan Kkinerja
pemerintah desa melalui Peningkatan pembinaan bagi aparat desa,
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan.

3. Perencanan Pembangunan belum efektifnya perencanaan dari bawah (bottom
up planning) yang disebabkan oleh kurang akuratnya data pendukung
perencanaan pembangunan, kurangnya kemampuan masyarakat dalam
mengidentifikasi kebutuhan pembangunan dan masih rendahnya tingkat

partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan
5. Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Kecamatan Palimanan Tahun Anggaran 2022 adalah

1) Undang—-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleng-garaan Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2007 Nomor 15 Seri E.6);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi
Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;

10)Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;

11)Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;

12)Peraturan Bupati No. 134 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;

13)Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Kecamatan ( Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008
Nomor 73 Seri D.31);

14)Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis

Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024
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6. Sistematika Penyajian
Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kecamatan Palimanan Tahun Anggaran 2023 ini disusun berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor
239/1X/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi
BAB | PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

2. Gambaran Umum Kecamatan

1. Kondisi Eksisting Kecamatan Palimanan
2. Kondisi Geografis

Tugas Pokok dan Fungsi

Isu Strategis yang berpengaruh

o~ ®

Dasar Hukum
6. Sistematika Penyajian
BAB Il PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
A. Rencana Stratejik
1. Visi dan Misi
2. Tujuan dan Sasaran
3. Indikator Kinerja Utama
4. Perjanjian Kinerja
BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA
A. Kerangka Pengukuran Kinerja
B. Capaian Indikator Kinerja Utama
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dan Sasaran
D. Evaluasi dan analisis Kinerja
E. Perbandingan data Kinerja
F. Akuntabilitas Keuangan
G Analisa Efisiensi dan Efektivitas
BAB IV. PENUTUP

11
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BAB Il
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan
memepertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana
Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan

rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

1. Visi dan Misi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi
Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif,
inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan
masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.
Atas dasar tersebut, rumusan visi dari Kabupaten Cirebon adalah :

‘“TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS,
MAJU, DAN AMAN ”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi
Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat
terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh
aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program —
program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah

ditetapkan tersebut Kabupaten Cirebon mempunyai Misi :

KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA
KABUPATEN CIREBON SEJAHTERA
KABUPATEN CIREBON AGAMIS
KABUPATEN CIREBON MAJU
KABUPATEN CIREBON AMAN

o & w0 bh e

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan,
perlu disusun suatu strategi organisasi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara
konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang
diperlukan untuk mencapai atau untuk memperlancar / mempercepat pencapaian tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi merupakan rencana yang mencakup
upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi untuk mengoperasionalkan tujuan dan
sasaran melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan

berbagai kondisi lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Strategi juga
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mencakup masalah pembiayaan, baik berasal dari APBN atau APBD Propinsi dan

APBD Kabupaten maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi
tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 ( satu )
sampai 5 ( lima ) tahun.

Kecamatan Palimanan menetapkan tujuan sebagai penjabaran Misi Kabupaten

Cirebon yang akan dicapai sebagai berikut :
a. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan,
perlu disusun suatu strategi organisasi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara
konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang
diperlukan untuk mencapai atau untuk memperlancar / mempercepat pencapaian tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi merupakan rencana yang mencakup
upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi untuk mengoperasionalkan tujuan dan
sasaran melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan
berbagai kondisi lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Strategi juga
mencakup masalah pembiayaan, baik berasal dari APBN atau APBD Propinsi dan
APBD Kabupaten maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan
dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan
dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yang ditetapkan sebagai
berikut:

a. Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan
b. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum
di Kecamatan

c. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata
pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator
Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menetapkan Indikator Kinerja

Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat
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Daerah Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Palimanan Tahun
2019-2024 Bersamaan dengan review rencana strategis Kecamatan juga dilakukan
review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan
tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar
berorientasi hasil. Ada beberapa indikator kinerja yang tidak dimasukan ke Indikator
Kinerja Utama tertuang pada SK IKU Kecamatan Palimanan (SK terlampir). Berikut ini

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tahun 2023.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON

1. Unit Organisasi . Kecamatan Palimanan

2. Tugas Pokok . Sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor :
93 Tahun 2016 tentang fungsi Tugas pokok dan Tata
Kerja Kecamatan ( Berita Daerah Kabupeten Cirebon
Tahun 2016 Nomor 93 Seri D.42)

3. Fungsi . a. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah yang
dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani
sebagian urusan Otonomi daerah ;

b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan
masyarakat ;

c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum ;

d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan
peraturan perundang — undangan ;

e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan
fasilitas pelayanan umum;

f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan
pemerintah di tingkat Kecamatan;

g. Pembinaan, penyelenggaraan pelaksanaan
pemerintahan desa; dan

h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi
ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum

dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

4, Sasaran Strategis
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Tabel 1. IKU, Target IKU, dan
Realisasi Pencapaian IKU Tahun 2023

] Sumber
_ o Penjelasan
Sasaran Indikator Kinerja ) o Data
NO _ Indikator Kinerja
Strategis Utama (Internal &
Utama
Eksternal)
1 2 3 4 5
1. | Optimalisasi Meningkatnya Kuesioner IKM
Manajemen Pelayanan Publik di sesuai dengan
Pelayanan Publik | Kecamatan Kepmenpan No.
Tingkat KEP/25/M.PAN/2/
Kecamatan 2004
2. | Integrasi Meningkatnya Kualitas | Persentase Urusan
perencanaan, Penyelenggaraan Pelimpahan
Pelaksanaan, dan | Pemerintahan dan Kewenangan yang
Pelaporan ketertiban Umum di dilaksanakan
Kecamatan dengan Baik
3. | Meningkatkan Meningkatnya Indeks Desa
Kapasitas Pemberdayaan Membangun (IDM)
Pemerintah Desa Masyarakat

5. Perjanjian Kinerja 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat
penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena
merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang
diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan
dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang
terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan
dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan
tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja
Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Tahun 2022 mengacu pada dokumen
Renstra Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, dokumen
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun
2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Kecamatan Palimanan
telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagaimana

terlampir.
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang
menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Palimanan Kabupaten
Cirebon selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban
berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Palimanan Kabupaten
Cirebon yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan
gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis
yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja
Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Palimanan.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Kecamatan Palimanan
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor
239/1X/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan
pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja
sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis,
cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan

dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
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Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

NO | CAPAIAN KINERJA INTERPRESTASI

> 100 % Melebihi /Melampaui Target
2 =100 % Sesuai Target
3 <100 % Tidak Mencapai terget

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian
kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab
tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon dapat
memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-
masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target
sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam
dokumen Renstra 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai
ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah
ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2023
yang telah ditetapkan 3 (Tiga) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja (out
comes) dengan rincian
sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator

Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi
pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi
pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan
ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi
pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon telah
menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah, Upaya

untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon juga
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melakukan Review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan Review
dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang
sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas
indikator kinerja utama Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Tahun 2023

menunjukan hasil sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Palimanan Tahun 2023

| Capaia] Ket
No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi (%)
1. | Meningkatnya Pelayanan Publik )
) Point 3,95 3,95 100
di Kecamatan
2. | Meningkatnya Kualitas
Penyelenggaraan Pemerintahan
i . Prosen 70 70 100
dan ketertiban Umum di
Kecamatan
3. | Meningkatnya Pemberdayaan )
Point 0,69 0,81 100
Masyarakat

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dan Sasaran

Secara umum Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon telah dapat
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Renstra 2019-2024. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk
mencapai visi dan misi Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024
sebanyak 3 (tiga) sasaran. Tahun 2023 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana
Strategis Kecamatan, dari 2 (Dua) sasaran strategis dengan 13 indikator kinerja
yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Palimanan adalah

sebagai berikut :

No

Indikator

Kinerja

Target

Realisasi

Capaian
%

Realisasi
2023

Renstra 2019-
2024

Target

Indeks Kepuasan
Masyarakat

3,95

3,95

100

100

4,00

- Jumlah
gangguan
keamanan dan
ketertiban yang
telah
diselesaikan

100,00%

100,00%

- Jumlah
perekaman e-
ktp/jumlah wajib
e-ktp

1561

1561

100,00%

100,00%
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Jumlah Desa yang
menyelenggaraka
n musyawarah
Desa dalam
penyusunan
APBDes tepat
waktu

12

12

100,00%

100,00%

100%

Jumlah temuan
BPK/inspektorat
yang telah ditindak
laniuti

Jumlah Desa yang
menyelenggaraka
n musyawarah
Desa dalam
penyusunan
perdes dan perwu
tepat waktu

12

12

100,00%

100,00%

Jumlah BPNT
yang disalurkan
pada tahun
berjalan/jumlah
BPNT yang harus
disalurkan pada
tahun berjalan

6422

6422

100,00%

99,84%

Jumlah
masyarakat yang
memiliki
KK/jumlah
masyarakat wajib
KK

22.029

22.029

100,00%

100,00%

Jumlah desa yang
menyelenggaraan
musyawarah desa
dalam
penyusunan
RKPDes tepat
waktu

12

12

100,00%

100,00%

10

Jumlah desa yang
menyelenggaraka
n musyawarah
desa dalam
pembentukan dan
Pembinaan
Bumdes

12

12

100,00%

100,00%

11

Jumlah desa yang
menyelenggaraka
n pra musrenbang
dan musrenbang
tepat waktu

12

12

100,00%

100,00%

12

jumlah
pelanggaran
keamanan dan
ketertiban
menurun

13

jumlah wajib pajak
yang membayar
PBB pada tahun
berjalan/jumlah
wajib pajak PBB
pada tahun
berjalan

100,00

82,3

100,00

82,3

——
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D. Evaluasi dan Analis Kinerja

Dalam melaksanakan Evaluasi kinerja. Kecamatan Palimanan
membandingkan antara kinerja nyata/realita dengan kinerja yang direncanakan
dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.

Adapun penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan
klasifikasi indikator melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data /informasi
untuk menentukan kinerja kegiatan/program/kebijakan. Penetapan indikator tersebut
didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil
(otcomes), manfaat (benefits) dan dampak ( impacts) Indikator tersebut dapat
digunakan untuk evaluasi baik dalam tahap perencanaan (exantre), tahap
pelaksanaan (ongoing) ataupun setelah kegiatan selesai berfungsi (expost).

Pada indikator input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan yang
dilaksanakan selesai. Sedangkan untuk indikator outcomes, benefits dan impacts

akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap

perencanaan.
No Program, Kegiatan dan Sub Indikator Satuan | Target | Realisasi
Kegiatan
PROGRAM PENUNJANG .
1 URUSAN PEMERINTAHAN Meningkatnya Prosen 100 100
prosentase

DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kepatuhan dalam

pelaksanaan SOP
pelayanan
Pemerintah

1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen

1 Jumlah Dokumen Dokumen 2 2
Perencanaan Perangkat Daerah
perencanaan yang
dihasilkan
Kegiatan Penyusunan Laporan
2 Dokumen Laporan Laporan 2 2

Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD yang
dihasilkan

2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN Jumlah Pegawai ASN | Pegawai 11 11

yang dibayarkan Gaiji
dan Tunjangannya
setiap bulan

Kegiatan Penyusunan

pelaporan keuangan akhir tahun Jumiah dokumen Laporan 1 1

laporan keuangan
akhir tahun yang
dihasilkan

Koordinasi dan Penyusunan

Laporan Keuangan Jumlah dokumen Laporan 18 18

laporan keuangan
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Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

yang dihasilkan

3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi . : .
6 Listrik/Penerangan Bangunan J_U"_"ah instalasi Jenis 5 5
K listrik/penerangan
antor
Bangunan kantor
yang disediakan
7 Penyediaan peralatan dan penambahan aset Jenis 1 1
perlengkapan kantor
peralatan kantor
berupa alat pendingin
bertambahnya
peralatan
perlengkapan kantor
Kegiatan Penyediaan Barang . :
8 Cetakan dan Penggandaan tersedianya barang Jenis 4 4
cetakan dan
penggandaan
Kegiatan Penyediaan bahan . :
9 bacaan dan peraturan Lear(s::glnanya bahan Jenis 2 2
perundang-undangan
10 Penyediaan Bahan/Material tersedianya Jenis 29 29
kebutuhan Alat Tulis
Kantor
11 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Laporan 11 11
Fasilitasi Kunjungan
Tamu
Penyelenggaraan Rapat . .
12 Koordinasi dan Konsultasi ters.edlanya Surat Kali 10 10
Perintah Perjalanan
SKPD .
Dinas
5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
13 | Pengadaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Unit 1 1
Prasarrana Gedung Kantor atau | Prasarana Gedung
Bangunan Lainnya kantor yang diadakan
6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, . : .
14 Sumber daya air dan listrik qulah rekening yang | Rekening 1 1
dibayarkan
Penyediaan Jassa Peralatan . .
15 dan Perlengkapan Kantor Jumlah jasa peralatan Unit 3 3
dan perlengkapan
kantor yang
disediakan
7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, .
16 Biaya Pemeliharaan dan Pajak %Trﬂgg;ﬁ;gira:r? Unit 8 8
Kendaraan Perorangan Dinas dinelihara yang
atau Kendaraan Dinas Jabatan P
Pemeliharaan/Rehabilitasi .
1 Gedung Kantor dan Bangunan Jumiah Gedung Unit 1 1
Lainn Kantor yang
ya R
dipelihara
2 PROGRAM Prosentase Prosen 100 100
PENYELENGGARAAN Peningkatan
PELAYANAN PUBLIK Efektifitas

Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
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Pelayanan Publik

8 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
18 Koordinasi/Sinergi Per_encanaan Jumiah Laporan 2 2
dan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi/Sinergi
Pemerintahan Dengan Perencanaan dan
Perangkat Daerah dan Instansi Pelaksanaan
Vertikal Terkait Kegiatan
Pemerintahan
Dengan Perangkat
Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
19 Penlngkatan Efgktl.fltas Kegiatan Jumlah Monitoring Laporan 7 7
Pemerintahan di Tingkat dan Evaluasi
Kecamatan Kegiatan
Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
9 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
20 Peningkatan Efektifitas Jumlah Monitoring Laporan 5 5
Pelaksanaan Pelayanan dan Evaluasi
Kepada Masyarakat di Wilayah Pelaksanaan
Kecamatan Pelayanan Kepada
Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
10 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
21 Pelaks_a haan Urusan _ Jumlah Urusan Laporan 7 7
Pemerintahan yang terkait Pemerintahan yang
dengan Kewenangan Lain yang | terkait dengan
Dilimpahkan Kewenangan Lain
yang Dilimpahkan dari
Bupati kepada Camat
3 PROGRAM PEMBERDAYAAN Prosentase Prosen 100 100
MASYARAKAT DESA DAN Pemberdayaan
KELURAHAN Masyarakat Desa
dan Kelurahan yang
dilaksanakan
11 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
22 Peningkatan Efektifitas Kegla'Fan Jumlah Monitoring Laporan 11 11
Pemberdayaan Masyarakat di dan Evaluasi
Wilayah Kecamatan Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
4 PROGRAM KOORDINASI Prosentase Kegiatan | Prosen 100 100
KETENTRAMAN DAN Koordinasi untuk
KETERTIBAN UMUM peningkatan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
12 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
23 Sinergitas dengan Kepolisian Jumlah Laporan Hasil | Laporan 3 3

Negara Republik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia dan
instansi vertikal di wilayah
kecamatan

Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
Tentara Nasional
Indonesia dan
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Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan

13 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah
24 Koordinasi/Sinergi Dengan Jumlah Koordinasi Laporan 5 5
Perangkat Daerah yang Tugas dalam rangka
dan Fungsinya di Bidang penyelenggaraan
Penegakan Peraturan Ketentraman dan
Perundang-Undangan dan/atau | Ketertiban Umum di
Kepolisian Negara Republik Wilayah Kecamatan
Indonesia
5 PROGRAM PEMBINAAN DAN Peningkatan Prosen 100 100
PENGAWASAN Prosentase kegiatan
PEMERINTAHAN DESA pembinaan dan
pengawasan
terhadap
pemerintahan desa

14 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan

Desa
o5 Fasilitasi Penyusunan Program Jumlah Rapat Laporan 12 12
dan Pelaksanaan Sinkronisasi dan
Pemberdayaan Masyarakat Validasi Penyusunan
Desa Program dan
Pelaksanaan
Pemberdayaan

Masyarakat Desa

E. Perbandingan Data Kinerja

Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai Kantor Kecamatan Palimanan
telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab Camat dari 3 ( tiga )
sasaran yang ditetapkan dalam Renstra pada Tahun 2023 ini Kecamatan
Palimanan, sasaran yang ditetapkan Kecamatan Palimanan berhasil mewujudkan
sasaran tersebut. Perumusan pencapaian sasaran pencapaian keberhasilannya
dapat diwujudkan Rincian pencapaian sasaran tersebut diuraikan pada formulir

Tapkin sebagaimana terlampir.

F. Akuntabilitas Keuangan

Kiranya tidak lengkap jika sebuah laporan Akuntabilitas tidak mencantumkan
nilai anggaran, sebab ini merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan program
dan kegiatan. Nilai dana yang kami cantumkan disini adalah nilai dan pemakaian
dana yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan kerja
Perangkat Daerah Kecamatan Palimanan Tahun 2023. Dari seluruh program kerja
Instansi Kecamatan Palimanan Tahun Anggaran 2023 dibiayai dari :

Alokasi Anggaran ini terdiri atas :

1 Belanja Daerah Rp.2.468.016.200,00
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- Belanja Non Urusan

Rp.2.073.389.000,00

- Belanja Urusan

Rp.394.627.200,00

JUMLAH

Rp. 2.468.016.200,00

Adapun rekap atas beberapa kegiatan yang mendapat suplai dana dari

APBD diantaranya dibagi dalam 5 (lima) Program, 14 (empat belas) kegiatan dan

25 (dua uluh lima) sub Kegiatan yang telah dianggarkan dan disetujui dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 Kecamatan Palimanan

selengkapnya adalah sebagai berikut :

REALISASI APBD TAHUN 2023

DAERAH KABUPATEN/KOTA

JUMLAH REALISASI SISA PERSEN
URAIAN
(Rp) (Rp) (Rp) (%0)
BELANJA DAERAH 2.468.016.200 | 2.273.358.041 | 194.658.159 92,11
BELANJA NON URUSAN 2.073.389.000 | 1.886.771.541 | 186.617.459 91,00
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN 2.073.389.000 | 1.886.771.541 | 186.617.459 91,00

Perencanaan, Penganggaran,

Realisasi Kinerja SKPD

dan Evaluasi Kinerja 1.744.000 808.000 936.000 46,33
Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen 836.400 420.400 416.000 | 50,26
Perencanaan Perangkat Daerah

Kegiatan Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 907.600 387.600 520.000 42,71

Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah 1.882.123.600

1.708.864.251

173.259.349 90,79

Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN 1.879.632.600

1.707.691.251

171.941.349 90,85

Kegiatan Penyusunan

. 1.635.400 765.400 870.000 46,80
pelaporan keuangan akhir tahun
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
P uang 855.600 407.600 448.000 | 47,64
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Umum
32.404.100 32.404.100 - 100
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan 2.370.000 2.370.000 - 100
Kantor
P di latan d
enyeciaan peralatan dan 7.518.000 7.518.000 - 100
perlengkapan kantor
Kegiatan Penyediaan Baran
g yed g 3.823.300 3.823.300 : 100
Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan 3.060.000 3.060.000 - 100
perundang-undangan
Penyediaan Bahan/Material 12.052.800 12.052.800 - 100
Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.490.000 2.490.000 - 100
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URAIAN

JUMLAH
(Rp)

REALISASI
(Rp)

SISA
(Rp)

PERSEN
(%0)

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

1.090.000

1.090.000

100

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

39.997.300

39.997.300

100

Pengadaan Sarana dan Prasar-
rana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

39.997.300

39.997.300

100

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

26.894.000

19.173.850

7.720.150

71,29

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber daya air dan listrik

24.864.000

17.143.850

7.720.150

68,95

Penyediaan Jassa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

2.030.000

2.030.000

100

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

90.226.000

85.524.040

4.701.960

94,79

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

38.916.000

35.314.200

3.601.800

90,74

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

51.310.000

50.209.840

1.100.160

97,86

BELANJA URUSAN
PEMERINTAHAN UNSUR
KEWILAYAHAN

394.627.200

386.586.500

8.040.700

97,96

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

239.745.400

234.246.240

5.499.160

97,71

Koordinasi Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

65.055.900

62.285.780

2.770.120

95,74

Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan Dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait

18.719.900

18.719.900

100

Peningkatan Efektifitas Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

46.336.000

43.565.880

2.770.120

94,02

Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang ada
di Kecamatan

63.304.000

62.677.320

626.680

99,01

Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
Kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamatan

63.304.000

62.677.320

626.680

99,01

Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada Camat

111.385.500

109.283.140

2.102.360

98,11

Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang terkait

111.385.500

109.283.140

2.102.360

98,11

——
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JUMLAH REALISASI SISA PERSEN

DRAAN (Rp) (Rp) (Rp) (%)
dengan Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN 47.298.000 45.392.440 1.905.560 95,97
KELURAHAN

Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di 47.298.000 45.392.440 1.905.560 95,97
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN 104.703.800 104.067.820 635.980 99,39
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum

Sinergitas dengan Kepolisian
Negara Republik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia dan 29.999.800 29.999.800 - 100
instansi vertikal di wilayah
kecamatan

Koordinasi Penerapan dan
Penegakan Peraturan Daerah 74.704.000 74.068.020 635.980 99,15
dan Peraturan Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan 74.704.000 74.068.020 635.980 99,15
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN 2.880.000 2.880.000 - 100
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan
Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan
Desa

Fasilitasi Penyusunan Program
dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Masyarakat
Desa

JUMLAH BELANJA 2.468.016.200 | 2.273.358.041 | 194.658.159 92,11

47.298.000 45.392.440 1.905.560 95,97

29.999.800 29.999.800 - 100

2.880.000 2.880.000 - 100

2.880.000 2.880.000 - 100

G. Analisis Efisiensi dan Efektifitas
Analisa efisiensi adalah efisiensi penggunaan input untuk mendapatkan
output berdasarkan hasil analisa terhadap pencapaian program / kegiatan tahun
2023 telah dilakukan dalam 5 (lima) Program, 14 (empat belas) kegiatan dan 25
(dua puluh lima) sub Kegiatan. Berdasarkan penghitungan analisis efisiensi
menunjukkan semua kegiatan tersebut telah dilakukan sesuai antara rencana dan

realisasi input dan output.
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Analisis efektivitas adalah keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan yang
dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pada Tahun 2023 telah
dilakukan dalam 5 (lima) Program, 14 (empat belas) kegiatan dan 25 (dua puluh
lima) sub Kegiatan, dari hasil perhitungan efektivitas menunjukan bahwa semua
outcome kegiatan tersebut telah efektif yang berarti semua output yang dihasilkan

telah dimanfaatkan sesuai dengan fungsi yang diharapkan.

BAB IV

PENUTUP

1. Tinjauan Umum
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kecamatan

Palimanan merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) yang disusun dan disampaikan secara
sistematik dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi
pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Tinjauan Khusus

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Kecamatan Palimanan
sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi
Kecamatan Palimanan dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan
semaksimal mungkin, dapat dilihat dari faktor keberhasilan dan kegagalan yang
diuraiakan pada BAB Il tentang hasil evaluasi indikator — indikator kinerja
sebagaimana yang ditunjukan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi
kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran.

Ada beberapa hambatan yang dialami dalam pencapaian sasaran maupun

kegiatan dikarenakan antara lain :

+ Dengan semakin tertibnya administrasi dan kemajuan teknologi, baik di
tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa, tetapi masih kurangnya SDM
yang memenuhi kualitas yang diharapkan

+ Kurang memaksimalkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan

+ Perangkat Desa belum difungsikan sesuai tupoksinya sehingga
pengadministrasian kegiatan di Desa belum dikerjakan secara rutin.

Adapun langkah - langkah untuk meminimalkan hambatan -

hambatan yang ada adalah sebagai berikut :
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4 Berupaya meningkatkan kualitas SDM vyang ada dengan
mengikutsertakan pada diklat — diklat maupun pembinaan — pembinaan
secara optimal.

4+ Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang
kegiatan

4+ Mengadakan pembinaan administrasi Desa secara bertahap di 12 Desa

se Kecamatan Palimanan

3. Saran Tindak Lanjut

Dari hasil evaluasi kinerja pada Kantor Kecamatan Palimanan selama tahun
2022 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
kegiatan berhasil cukup baik, namun demikian pada hasil (outcomes), manfaat
(benefits) dan dampak (impacts) belum sesuai target yang diharapkan

Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023. Hal ini
kita laksanakan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2023 dimana masih
diperlukan kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang. Disamping itu juga
sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang
direncanakan dapat tercapai Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Palimanan tahun 2023 ini disusun agar dapat
bermanfaat bagi kita semua.
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